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I. UMUM 

Lembaga Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah 

menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang berpotensi Pandemi pada 

tanggal 9 Maret 2020. Pandemi sendiri berarti Penyakit yang penyebarannya 

dapat meluas dengan cepat melewati batas administrasi, negara dan 

wilayah. Penetapan ini terbukti secara faktual, karena berdasarkan data per 

tanggal 10 November 2020 dari WHO telah ada 50.459.886 orang yang 

terjangkit dengan jumlah kematian mencapai 1.257.523 orang. 

Indonesia mencatat kasus pertamanya tanggal 2 Maret 2020 dan dalam 

jangka waktu 8 bulan jumlah ini menjadi 440.569 kasus dengan  14614 

kasus kematian. Hal yang sama terjadi juga di Sulawesi Utara. Kasus 

pertama diumumkan tanggal 14 Maret 2020 dan dalam waktu 8 bulan telah 

menjadi 5.712 kasus dengan jumlah kematian mencapai 216 kasus 

Oleh karenanya maka Presiden Republik Indonesia kemudian 

menerbitkan Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 yang menetapkan 

Pandemi COVID-19 sebagai bencana Non-alam di Indonesia. Hal ini 

kemudian diikuti dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 

Hal yang sama juga dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara melalui 

penyusunan Peraturan Daerah tentang Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 untuk 

memberikan kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan 

efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Huruf a 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Yang dimaksud dengan “perilaku hidup bersih dan sehat” 

adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena 

kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh 

anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang 

kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas 

masyarakat. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
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Yang dimaksud dengan “Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah” 

adalah forum yang digunakan untuk membahas  penyelenggaraan 

urusan pemerintahan umum, diketuai oleh Gubernur, terdiri dari 

atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan 

Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, dan pimpinan Satuan Teritorial 

Tentara Nasional Indonesia di Daerah. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Huruf a 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Yang dimaksud dengan “kerja sosial” adalah membersihkan 

fasilitas umum ditempat terjadinya pelanggaran. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 

 

 


